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P UT U S A N

Nomor 713/Pdt.G/2024/PA.Lt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LAHAT 

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama

dalam sidang  majelis  telah  menjatuhkan  putusan  perkara  cerai  gugat  yang

disidangkan  secara  elektronik  sesuai  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik

Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di

Pengadilan secara Elektronik antara:

PENGGUGAT,  NIK -  ,  umur  47 tahun,  agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Lahat,

Provinsi  Sumatera  Selatan,  dalam  hal  ini  memberikan  kuasa

kepada  AlQomar,  S.H  advokat/penasehat  hukum pada  Kantor

Hukum Gibran & Partners yang beralamat di jalan Kol. Barlian

Blok  D  No.  68  Kelurahan  Bandar  Jaya,  Kecamatan  Lahat,

Kabupaten Lahat,  Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa

khusus  tanggal  29  Oktober  2024  dan  telah  terdaftar  pada

Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT,  umur  52  tahun,  agama Islam,  pekerjaan  Buruh  Harian  Lepas,

pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Lahat, Provinsi

Sumatera Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA
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Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Oktober 2024

telah  mengajukan  gugatan  cerai  gugat  yang  didaftar  di  Kepaniteraan

Pengadilan  Agama  Lahat  dengan  Nomor  713/Pdt.G/2024/PA.Lt,  tanggal  23

Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 1994, Penggugat dan Tergugat

telah melangsungkan pernikahan yang dicatat  oleh Pegawai  Pencatat

Nikah  pada  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Kota  Agung

Kabupaten  Lahat,  sebagaimana  sesuai  dengan  Kutipan  Akta  Nikah

Nomor : - , tertanggal 30 Agustus 1994; 

2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini  rumah tangga Penggugat

dengan  Tergugat  telah  berjalan  selama  30  tahun  2  bulan,  setelah

menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman bersama

di Kelurahan Talang Jawa Utara, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat,

Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah; 

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah

dikaruniai 4 orang anak yang bernama: Anak 1, Nik: -, Tempat/ Tanggal

Lahir:  Tunggul  Bute,  12  Maret  1995,  Jenis  Kelamin:  perempuan,

Pendidikan:  SLTA,  Anak  2,  Nik:  -  ,  Tempat/  Tanggal  Lahir:  Padang

Panjang, 12 April 1998, Jenis Kelamin: laki-laki, Pendidikan: SD, Anak 3,

Nik: -, Tempat/ Tanggal Lahir: Tunggul Bute, 10 Mei 2002, Jenis Kelamin:

perempuan,  Pendidikan:  SD,  Anak  4,  Nik:  -,  Tempat/  Tanggal  Lahir:

Tunggul  Bute,  06  Mei  2005,  Jenis  Kelamin:  perempuan,  Pendidikan:

SLTP, yang sekarang anak nomor satu, tiga dan empat sudah menikah

sedangkan anak nomor dua berada dalam asuhan Penggugat; 

4. Bahwa sejak awal  bulan Agustus  2005 keadaan rumah tangga

Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena : 

o Tergugat  malas  bekerja  sehingga  untuk  mencukupi

kebutuhan sehari-hari dibebankan kepada Penggugat; 

o Tergugat sering main judi kartu, minum-minuman keras dan

memakai narkoba; 
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o Tergugat  telah  berselingkuh  dengan  seorang  perempuan

lainyang  bernama:  Fitri  yang  Penggugat  ketahui  sendiri  melihat

Tergugat sedang berduaan dengan selingkuhannya tersebut; 

o Tergugat telah membuat surat perjanjian bahwa Tergugat

akan  berubah  tetapi  Tergugat  tidak  pernah  berubah  sampai

dengan sekarang;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal

09 Maret 2024 Tergugat meminta uang kepada Penggugat tetapi pada

saat  itu  Penggugat  tidak  mempunyai  uang sehingga Penggugat  tidak

bisa  memberi  Tergugat  uang  kemudian  Tergugat  marah-marah  dan

mengancam akan membunuh Penggugat dengan menggunakan senjata

tajam; 

6. Bahwa  Tergugat  meninggalkan  kediaman  bersama  dan  telah

berpisah  selama  7  bulan,  Tergugat  bertempat  tinggal  di  Kelurahan

Bandar Jaya,  Kecamatan Lahat,  Kabupaten Lahat,  Provinsi  Sumatera

Selatan  dan  Penggugat  bertempat  tinggal  di  kediaman  bersama  di

Kelurahan  Talang  Jawa  Utara,  Kecamatan  Lahat,  Kabupaten  Lahat,

Provinsi  Sumatera  Selatan  dan  selama  berpisah  tempat  tinggal

Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi; 

7. Bahwa  pihak  keluarga  telah  berusaha  memberi  nasehat,  akan

tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai

karena  Tergugat  sudah  tidak  mempunyai  i'tikad  baik  lagi  untuk

menjalankan kehidupan rumah tangga; 

8. Bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  di  atas,  telah  cukup  alasan  bagi

Penggugat  untuk  mengajukan  Gugatan  ini  sebagaimana  dimaksud

dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu

Penggugat  mohon  kepada  Bapak  Ketua  Pengadilan  Agama  Lahat

kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini; 

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam

perkara ini; 
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Berdasarkan alasan/dalil-dalil  diatas,  maka Penggugat  mohon kepada Ketua

Pengadilan Agama Lahat  cq.  Majelis  Hakim yang memeriksa  dan mengadili

perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  shughra  Tergugat  (Tergugat)

terhadap Penggugat (Penggugat); 

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; 

 

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono); 

Bahwa  pada  hari-hari  sidang  yang  telah  ditetapkan  Penggugat  di

dampingi kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis  Hakim telah  berusaha  mendamaikan  Penggugat dan

Tergugat di persidangan namun tidak berhasil; 

Bahwa Ketua Majelis  telah  memerintahkan  Penggugat dan  Tergugat

untuk  menempuh  upaya  mediasi,  namun  sesuai  laporan  Mediator  bernama

Pahruddin Ritonga, S.H.I.,M.H. tanggal 08 November 2024, ternyata mediasi

berhasil  sebagian  dengan  rincian  sebagaimana  yang  terlampir  dalam berita

acara sidang

Bahwa,  setelah  tahapan  sidang  upaya  damai  dan  proses  mediasi,

Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan ataupun mengutus orang lain

sebagai  wakil/kuasa hukumnya,  meskipun telah diperintahkan untuk hadir  di

persidangan dan Tergugat juga telah dipanggil secara resmi dan patut dengan

relaas panggilan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan

suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga jawaban Tergugat terhadap

gugatan Penggugat tidak dapat didengar dan diperiksa;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk

tidak  bercerai  dengan  Tergugat,  tetapi  Penggugat  tetap  pada  dalil-dalil

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;
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Bahwa  selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat

gugatan  Penggugat  yang  maksud  dan  isinya  tetap  dipertahankan  oleh

Penggugat dan kuasanya;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatan  Penggugat  melalui

kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.  Surat:

1.Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  NIK  -   atas  nama  Penggugat  yang

dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Lahat  Provinsi  Sumatera

Selatan tanggal 28 September 2018. Bukti  surat  tersebut  telah

diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi

tanggal dan paraf Ketua Majelis; 

2.Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  dari  KUA Kota  Agung  Kabupaten  Lahat

Provinsi Sumatera Selatan, Nomor -  Tanggal 30 Agustus 1994. Bukti

surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi

kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis; 

3.Fotokopi Surat Perjanjian antara Yuhani dan Rosdiana pada bulan Maret

2020 yang dikeluarkan oleh Ketua RT08 Kelurahan Talang Jawa Utara

Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat. Bukti  surat  tersebut  telah

diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi

tanggal dan paraf Ketua Majelis; 

B. Saksi:

1. Saksi  1,  umur  49  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Wiraswasta,

bertempat  tinggal  di  Kabupaten  Lahat,  Provinsi  Sumatera  Selata,  di

bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa,  saksi  kenal  Penggugat  dan  Tergugat  dan  memiliki

hubungan dengan Penggugat sebagai ketua RT; 

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami

isteri;
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- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di

rumah bersama;

- Bahwa,  saksi  mengetahui  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah

memiliki 4 (empat) orang anak;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan

Tergugat  pada awalnya rukun dan harmonis,  akan tetapi  kurang

lebih  sejak  tahun  2020  sudah  tidak  rukun  lagi  sering  terjadi

pertengkaran; 

- Bahwa,  saksi  pernah  melihat  secara  lansung  Penggugat  dan

Tergugat bertengkar;

- Bahwa,  saksi  mengetahui  yang  menjadi  penyebab  ketidak

harmonisan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  disebabkan

karena  Tergugat  sering  bermain  judi  dan  mabuk,  serta  Tergugat

bersifat kasar dan egois serta sering melakukan KDRT;

- Bahwa, saksi  mengetahui  antara Penggugat dan Tergugat sudah

Pisah rumah sejak 7 (tujuh) bulan lalu sampai  dengan sekarang

dan sudah tidak bersatu lagi; 

- Bahwa,  baik  saksi  maupun  pihak  keluarga  sudah  berusaha

merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil; 

 Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara

Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban

sebagaimana layaknya suami istri; 

- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada

harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai; 

Bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Penggugat melalui

kuasanya bertanya kepada saksi I, dan memberi keterangan tambahan sebagai

berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui surat perjanjian yang dimaksud dalam

bukti P.3. saksi hadir menyaksikan perjanjian tersebut dibuat, dan

memang benar perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah

terjadi sejak tahun 2020 dan bahkan pada saat itu Penggugat juga
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ingin  mengajukan  gugatan  perceraian  ke  Pengadilan  Agama,

namun tidak terjadi karena adanya perdamaian;

2. Saksi 2, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat

tinggal  di  Kabupaten  Lahat,  Provinsi  Sumatera  Selata,  di  bawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

 Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki

hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga; 

 Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami

isteri;

 Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama

di rumah bersama;

 Bahwa,  saksi  mengetahui  dari  perkawinan  Penggugat  dan

Tergugat telah memiliki 4 (empat) orang anak;

 Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat

sudah  tidak  lagi  harmonis,  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran  sejak  tahun  2005  yang  mengakibatkan  antara

Penggugat  dan  Tergugat  sudah  Pisah  rumah  sejak  bulan  Maret

tahun 2024 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara

Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi; 

 Bahwa,  saksi  idak  pernah  melihat  Penggugat  dan  Terggugat

bertengkar, namun sering mendapat aduan dari Penggugat;

 Bahwa,  saksi  mengetahui  perselisihan  dan  pertengkaran

Penggugat  dan  Tergugat  disebabkan  karena  Tergugat  malas

bekerja  dan  tidak  bertanggung  jawab  terhadap  Penggugat  dan

anak-anak serta Tergugat sering mabuk-mabukan; 

 Bahwa,  pihak  keluarga  sudah  ada  upaya  mendamaikan  dan

merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil; 

 Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara

Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban

sebagaimana layaknya suami istri; 

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 713/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat

dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada

harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya

lebih baik bercerai; 

Bahwa Penggugat  melalui  kusanya telah  menyampaikan kesimpulan

secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang

mengabulkan tuntutan Penggugat; 

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana terurai di atas;

Persidangan Elektronik

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  terdaftar  secara  elektronik  melalui

aplikasi e-Court, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan secara elektronik

(e-litigasi)  sebagaimana  ketentuan  Pasal  20  Ayat  (1)  Peraturan  Mahkamah

Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di

Pengadilan  Secara  Elektronik serta  Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  RI

Nomor  363/KMA/SK/XII/2022  Tentang  Petunjuk  Teknis  Administrasi  dan

Persidangan  Perkara  Perdata,  Perdata  Agama  dan  Tata  Usaha  Negara  di

Pengadilan Secara Elektronik;

Kuasa Hukum

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  memeriksa  Surat  Kuasa

Khusus  Penggugat  tertanggal  29  Oktober  2024,  yang  telah  terdaftar  di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat ternyata telah sesuai dengan ketentuan

Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994

tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu

Tanda  Pengenal  Advokat  (KTPA)  Kuasa  Penggugat  dan  Kuasa  Tergugat,

ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18

Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan
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bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah

sehingga  Majelis  Hakim  dapat  menerima  dan  memberi  izin  kepada  Kuasa

Penggugat  tersebut  untuk  beracara  dalam  perkara  aquo sebagai  advokat

profesional;

Kehadiran para Pihak

Menimbang,  bahwa  ternyata  Tergugat,  meskipun  dipanggil  secara

resmi  dan patut  melalui  surat  tercatat  ke  alamat  domisilinya  sesuai  dengan

maksud Pasal 17 ayat 2, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022

Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019

Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

tidak datang menghadap lagi setelah proses mediasi di muka sidang dan pula

tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Upaya Damai

Menimbang,  bahwa  pengadilan  telah  berusaha  mendamaikan  para

pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara

a quo telah memenuhi maksud Pasal Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; 

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan

laporan mediator Pahruddin Ritonga, S.H.I.,M.H. tanggal  08 November 2024

berdasarkan laporan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan mengenai

perceraian  namun  berhasil  sebagian  tetapi  dalam  laporan  tersebut  tidak

memuat kalusa keterkaitannya dengan dengan perkara perceraian atau akibat

perceraian.  Dengan  demikian  laporan  mediasi  tersebut  belum  memenuhi

ketentuan  Pasal  30  dan  Pasal  31  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; 

Menimbang,  bahwa  kesepakatan  berhasil  sebagian  tersebut  tidak

memuat kalusa keterkaitannya dengan dengan perkara perceraian atau akibat

perceraian, karenanya Majelis Hakim menilai  bahwa kesepakatan yang telah

disepakati oleh Penggugat dan Tergugat bertentangan dengan hukum;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di  atas,  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  kesepakatan  berhasil  sebagian

antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dikuatkan dalam putusan dan patut

untuk dianulir dan tidak akan dipertimbagkan lebih lanjut;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  upaya  perdamaian  untuk  pokok

perkara perceraian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang

tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-

Undang  Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan

Penggugat  adalah  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  pada

awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2020 sudah

tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat

malas bekerja serta Tergugat bersifat kasar dan egois serta sering melakukan

KDRT  dan  akibatnya  antara  Penggugat  dan  Tergugat  rumah  selama  lebih

kurang  7  (tujuh)  bulan  lalu  dan  tidak  pernah  bersatu  lagi  meskipun  pihak

keluarga telah berusaha mendamaikannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya,

Penggugat melalui  kuasanya telah mengajukan alat bukti  surat P.1, P.2, P.3,

dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai

cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan

mengenai  agama  dan  tempat  tinggal  Penggugat,  sehingga  sejalan  dengan

ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal

dan  materiil,  serta  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  dan

mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa

Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Lahat, maka

berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-

undang Nomor  7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
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diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan  Undang-undang  Nomor  50  Tahun  2009,  Pengadilan  Agama  Lahat

berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai

cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan

mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga

sejalan  dengan  ketentuan  Pasal  301  ayat  (2)  RBg  bukti  tersebut  telah

memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian

yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.2,  maka  harus  dinyatakan

telah  terbukti  menurut  hukum  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  terikat

dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal  30 Agustus

1994.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat

sebagai  suami  istri  yang  sah,  maka  Penggugat  sebagai  persona  standi  in

judicio memiliki  legal standing  sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai

pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti  P.3 merupakan akta dibawah tangan, telah

bermeterai cukup,  bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut

menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan

dengan ketentuan Pasal 303 RBg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal

dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian permulaan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  tersebut  patut  diduga

pertengkarang Penggugat dan Tergugat telah terjadi sejak bulan Maret tahun

2020 ;

Menimbang,  bahwa  sesuai  dengan  Pasal  22  ayat  (2)  Peraturan

Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  Majelis  Hakim  perlu  mendapatkan

keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat  dengan suami

isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

Tergugat;  
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Menimbang, bahwa 2 saksi  Penggugat, adalah keluarga atau orang

dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan

sudah  dewasa  serta  sudah  disumpah,  sehingga  memenuhi  syarat  formal

sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut

diperiksa  satu  persatu  ke  ruangan  sidang,  sudah  dewasa  dan  telah

memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat

formal saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175

R.Bg, sedangkan  secara materi (subtansial) keterangan saksi-saksi tersebut

akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  Penggugat  mengenai

hubungan  Penggugat  dan  Tergugat  serta  mengenai  keadaan  rumah tangga

Penggugat  dan  Tergugat,  adalah  fakta  yang  pernah  dilihat  dan  didengar

langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh

karena  itu  keterangan  saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  materiil

sebagaimana telah  diatur  dalam Pasal  130 RBg sehingga keterangan saksi

tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa keterangan saksi  2  Penggugat tidak mengetahui

perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung dan

hanya  mendengar  cerita  dari  Penggugat,  namun  mengetahui  akibat

perselisihan  Penggugat  dan  Tergugat  yaitu  berpisah  rumah  sejak  7  (tujuh)

bulan lalu, peristiwa mana merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah-tangga

Penggugat  dan  Tergugat,  maka  Hakim  berkesimpulan  keterangan  saksi

Penggugat  tersebut  sepanjang  mengenai  ketidak  rukunan  dan  telah  pisah

rumahnya Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat materiil saksi, hal ini

sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005

yang  diambil  alih  menjadi  pendapat  Hakim  yang  menyatakan  bahwa

“keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu

akibat  hukum  (rechts  gevolg) mempunyai  kekuatan  hukum  sebagai  dalil

pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat” jo. Yurisprudensi

MARI  Nomor  285/K/AG/2000  tanggal  10  November  2000  yang  diambil  alih
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menjadi pendapat Hakim, yang menyatakan bahwa “saksi yang tidak melihat

secara  langsung  pertengkaran  antara  Penggugat  dengan  Tergugat,  tetapi

mengetahui telah pisah rumah menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan

sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak

dapat didamaikan lagi”;

Menimbang,  bahwa keterangan  2  saksi  Penggugat  bersesuaian  dan

cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi

tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 RBg;

Fakta Hukum

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  2  saksi  Penggugat,  terbukti  fakta

kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering

terjadi  perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat  malas

bekerja serta Tergugat bersifat kasar dan egois serta sering melakukan

KDRT;

2. Bahwa  akibat  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  antara

Penggugat  dan Tergugat  sudah pisah rumah sejak 7 (tujuh)  bulan lalu

hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul

lagi  dan  tidak  melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  masing-masing

sebagaimana layaknya suami isteri;

3. Bahwa,  baik  majelis  hakim  dalam  persidangan,  maupun  pihak

keluarga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  berusaha  menasehati

Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga

untuk merukunkan Penggugat  dan Tergugat,  akan tetapi  tidak berhasil,

karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas

dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan

hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang,  bahwa berdasarkan fakta  hukum di  atas,  maka Majelis

Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat  dan Tergugat  benar-
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benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan

dan  pertengkaran  terus  menerus  yang  sudah  tidak  mungkin  lagi  untuk

dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga

yang  demikian  tidak  sejalan  dengan  maksud  dan  tujuan  perkawinan

sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang,  bahwa  fakta  hukum  tersebut  telah  memenuhi  norma

hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II  halaman 290

yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku

selalu  mendapat  perlakuan  yang  menyakitkan  dari  suaminya

sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan

suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Yurisprudensi  Putusan  Mahakamah

Agung  RI  Nomor  379  K/AG/1995  tanggal  26  Maret  1997  yang  abstraksi

hukumnya menyatakan “Apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah

tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai

telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975. Selanjutnya kaidah hukum dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah

Agung RI Nomor 38/K/AG/ 1990 tanggal 5 Oktober 1991 mengandung abstraksi

hukum“ Kalau  Judex Facti berpendapat alasan perceraian menurut pasal  19

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini

semata – mata ditujukan pada perkawinan itu  sendiri  tanpa mempersoalkan

siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus

menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;  

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  rumusan  hasil  rapat  pleno  Kamar

Peradilan  Agama  pada  tanggal  19  s/d  20  Desember  2013,  sebagaimana

tercantum  pada  SEMA No  04  Tahun  2014  tanggal  28  Maret  2014  yang
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menyatakan  bahwa indikator  rumah tangga  sudah  pecah  (broken  marriage)

antara lain :

- sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil

- bila sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara suami istri

- bila  salah  satu  pihak  atau  masing  –  masing  pihak  meninggalkan

kewajiban sebagai suami istri;

- bila telah pisah ranjang/tempat tinggal;

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  perlu  mengemukakan

ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022

tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

Tahun  2022  Sebagai  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Bagi  Pengadilan  yang

mengatur  bahwa  dalam  upaya  mempertahankan  suatu  perkawinan  dan

memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan

alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika

terbukti  suami/isteri  berselisih  dan  bertengkar  terus  menerus  atau  telah

berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan; 

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga telah beralasan

hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 dan terbukti telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di  atas  dan  Penggugat  belum pernah  dijatuhi  talak,  maka  petitum gugatan

Penggugat  agar  Pengadilan  menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat

terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta

memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu

patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat kepada

Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara  a quo  masuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal  89 ayat  (1)  Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
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Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan  talak  satu ba'in  sughro Tergugat  (TERGUGAT)

terhadap Penggugat (PENGGUGAT); 

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah); 

Demikian  diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  Hakim

yang  dilangsungkan  pada  hari  Jum’at  tanggal  13  Desember  2024  Masehi,

bertepatan  dengan  tanggal  11  Jumadil  Akhir  1446  Hijriyah,  oleh  kami  Drs.

Mardani  sebagai  Ketua Majelis,  Muhammad Zhamir  Islami,  S.H.I  dan Kuala

Akbar Andalas, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

diucapkan  secara  elektronik  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  dan

disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari

itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota

yang sama dan dibantu oleh Tulus Afifah, S.H.I.  sebagai Panitera Pengganti

serta dihadiri oleh Penggugat  secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Mardani
Hakim Anggota

Muhammad Zhamir Islami, S.H.I

Hakim Anggota

Kuala Akbar Andalas, S.H.I.
Panitera Pengganti
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Tulus Afifah, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP

a.  Pendaftaran : Rp 30.000,00

a. Panggilan Pertama P dan T : Rp

20.000,00

b. Redaksi : Rp 10.000,00

c. Pemberitahuan isi putusan : Rp

10.000,00

2.  Biaya proses : Rp 80.000,00

3.  Panggilan : Rp 51.000,00

4.  Pemberitahuan isi putusan : Rp 17.000,00

1. Meterai : Rp                10.000,00  

J u m l a h : Rp 228.000,00

( dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah ).
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